
 
 

 
 

 

 

 

GUBERNUR BALI 

 PERATURAN GUBERNUR BALI 

NOMOR 1 TAHUN 2023                                      

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 10 TAHUN 2021 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN                                   

KEHIDUPAN ERA BARU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa 
Transisi Menuju Endemi menyebutkan bahwa 

Gubernur, Bupati dan Wali kota diinstruksikan untuk 
mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah 

dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi 
bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; 

   
Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
   2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 1649); 
 

 
 
 

 
 

SALINAN 



 
 

  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang        
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan        

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi      
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6485) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 6736); 
  7. 

 
 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4828); 
 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri           
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 157); 



 
 

9. 
 
 
 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus           
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 

  
 

  MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan :    PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN 
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era 

Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 
 

                  Ditetapkan di Bali 
                  pada tanggal 9 Januari 2023 

 
                  GUBERNUR BALI, 
 

 

 ttd 
 
                  WAYAN KOSTER 
 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 9 Januari 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
 

 ttd 
 
 

 DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 1  

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 
 

 
 
Ida Bagus Gede Sudarsana 

NIP. 19691010 199703 1 012 
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